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Perkuat Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu–Bakesbangpol Pesisir Selatan Sepakat 

Perangi Politik Uang 

Painan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan—Pada masa 

nontahapan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong konsolidasi 

demokrasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Terbaru, Bawaslu 

Pesisir Selatan menggagas program memerangi politik uang bersama Badan 

Kesbangpol setempat.  

 

Anggota sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu 

Pesisir Selatan, Bambang Putra Niko, mengatakan undang-undang Pemilu 

mengamanatkan Bawaslu berbagai tingkatan harus melakukan upaya pencegahan, 

salah satunya terkait politik uang.  

 

“Kami datangi Badan Kesbangpol untuk berdiskusi mengenai evaluasi pelaksanaan 

Pemilu. Ternyata kami sepemahaman politik uang harus diperangi,” kata Niko saat 

ditemui di ruang Kabankesbangpol Pesisir Selatan, pada Senin (5/5).  

 

Niko menjelaskan politik uang di banyak daerah banyak membuat pejabat tersangkut 

kasus hukum saat atau setelah Pemilu berakhir. Bagi masyarakat, politik uang justru 

menjadi hal yang “dinikmati” karena terbuai dengan nominal besar yang diberikan.  
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Hal lain, katanya, kegiatan mendatangi stakeholders seperti ini bukan sekadar 

silaturahmi kelembagaan, melainkan langkah strategis dalam memperkuat konsolidasi 

demokrasi dan sinergi antarinstansi. Kolaborasi menjadi penting agar pengawasan 

Pemilu lebih efektif.  

 

Dalam konteks tupoksi, Bawaslu dan Bakesbangpol mempunyai tanggung jawab yang 

hampir beririsan. Bakesbangpol berperan dalam pembinaan ideologi politik masyarakat 

dan menjaga stabilitas daerah. Sinergi kedua lembaga menjadi krusial untuk 

memastikan proses Pemilu mendatang berjalan sesuai asas Pemilu yang Luber dan 

Jurdil.  

 

Kabankesbangpol Pesisir Selatan, Marzan, menyetujui statement yang diberikan oleh 

Niko. Pemerintah daerah melalui Bakesbangpol mempunyai kewajiban menangani 

dinamika kepemiluan seperti politik uang, politisasi SARA, hingga penyebaran berita 

bohong.  

 

“Berita hoaks sampai politik uang punya pengaruh besar terhadap stabilitas suatu 

daerah. Bagian terakhir ini kami concern untuk lawan bersama,” kata Marzan.  

 

Ke depan, Bakesbangpol Pesisir Selatan menyampaikan komitmennya untuk memerika 

kolaborasi dari Bawaslu Pesisir Selatan dalam memerangi politik uang. Bawaslu Pesisir  
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Selatan dalam waktu dekat akan mengundang Kabankesbangpol Pesisir Selatan untuk 

menjadi narasumber siniar atau podcast “Baraja Pemilu.” 

 

Sebagai informasi, podcast "Baraja Pemilu" merupakan singkatan dari Bersama Rakyat 

Jaga Pemilihan Umum. Podcast tersebut disiarkan sebagai media edukasi politik dan 

pengawasan Pemilu kepada masyarakat yang disiarkan melalui platform media sosial 

Youtube.* 
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